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Abstract: The development of information technology has encouraged
the transformation of the tax administration system in Indonesia. The
Directorate General of Taxes (DGT) has modernized tax
administration through the implementation of digital systems to
improve service effectiveness and taxpayer compliance. One form of
this modernization is the implementation of the Coretax system, which
integrates tax services into a single platform. This study aims to
examine the implementation of digital-based tax administration in the
reporting of Corporate Income Tax (CIT) Returns in Indonesia and the
challenges encountered in its implementation. This study employs a
descriptive qualitative approach using direct observation, active
participation, and documentation methods. The results indicate that
the implementation of a digital tax system has a positive impact on the
efficiency of tax administration, particularly in tax reporting
processes, tax task distribution, and taxpayer data management.
However, the implementation of this system still faces several
challenges, such as the transition of tax identity usage from Taxpayer
Identification Number (NPWP) to National Identification Number
(NIK), adaptation to the new system, and asset depreciation
management in Corporate Income Tax reporting.

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi
sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui
penerapan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan
dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk modernisasi tersebut
adalah penerapan Coretax yang mengintegrasikan layanan perpajakan
ke dalam satu sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi administrasi perpajakan berbasis digital dalam pelaporan
Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia
serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode
observasi langsung, partisipasi aktif, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan digital memberikan
dampak positif terhadap efisiensi administrasi perpajakan, terutama
dalam proses pelaporan pajak, pembagian tugas perpajakan, dan
pengelolaan data wajib pajak. Namun, implementasi sistem ini masih
menghadapi beberapa kendala, seperti perubahan penggunaan identitas
perpajakan dari NPWP menjadi NIK, penyesuaian penggunaan sistem
baru, serta pengelolaan penyusutan aset dalam pelaporan PPh Badan.
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INTRODUCTION

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan
penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dana yang berasal dari
penerimaan pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti
pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan
pelayanan publik bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi
wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung, serta digunakan untuk
kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian,
sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien menjadi faktor penting dalam
mendukung peningkatan penerimaan negara.

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan self assessment system, yaitu suatu
sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan
yang berlaku (Mardiasmo,2019). Sistem tersebut memberikan tanggung jawab yang
cukup besar kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,
sementara pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pembina melalui Direktorat
Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut membutuhkan dukungan
administrasi perpajakan yang efektif agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi
administrasi perpajakan menuju sistem berbasis digital. Modernisasi administrasi
perpajakan dilakukan melalui penerapan layanan layanan perpajakan berbasis elektronik
seperti e-Filing, e-Billing, e-SPT, dan e-Faktur yang bertujuan untuk mempermudah
wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Modernisasi administrasi
perpajakan juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak
karena mampu menghadirkan kemudahan akses serta efisiensi waktu dalam proses
administrasi perpajakan, serta meningkatkan transparansi pelayanan perpajakan.
(Abdillah & Suprihatin, 2021)

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan semakin diperkuat melalui
penerapan Coretax Administration System atau Coretax yang dirancang sebagai sistem
terintegrasi untuk mengelola administrasi perpajakan secara menyeluruh. Sistem ini
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan, menyederhanakan

proses administrasi, serta mempermudah integrasi data perpajakan wajib pajak.
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Modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap peningkatan
efektivitas pengelolaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. (Bahrien & Purba, 2024)

Dalam konteks pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh),
digitalisasi administrasi perpajakan memberikan berbagai kemudahan bagi perusahaan
dalam menyampaikan laporan perpajakan secara elektronik. Sebelum penerapan sistem
digital, pelaporan pajak umumnya dilakukan secara manual dengan risiko keterlambatan,
kesalahan input data, serta tingginya penggunaan dokumen fisik. Keberadaan sistem
digital menjadikan proses pelaporan lebih cepat, lebih terorganisir, serta lebih mudah
untuk dipantau. Namun demikian, implementasi administrasi perpajakan berbasis digital
masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu perubahan yang cukup signifikan
adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas perpajakan yang
digunakan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Modernisasi
administrasi perpajakan memerlukan adaptasi baik dari sisi teknologi maupun
pemahaman wajib pajak terhadap sistem baru yang diterapkan.(Naurahsyah &
Eriswanto, 2024)

Selain itu, dalam praktik pelaporan PPh Badan, pengelolaan aset perusahaan
khususnya penyusutan aset tetap masih menjadi tantangan tersendiri. Ketidaktepatan
dalam pencatatan aset dan perhitungan penyusutan dapat memengaruhi besarnya pajak
terutang perusahaan serta menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan pajak. Oleh karena
itu, implementasi administrasi perpajakan digital memerlukan kesiapan sistem dan
sumber daya manusia agar proses pelaporan SPT PPh Badan dapat berjalan secara
maksimal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi administrasi perpajakan berbasis digital dalam pelaporan SPT PPh Badan

di Indonesia serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

METHOD

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami
oleh subjek penelitian secara menyeluruh melalui penyajian deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa pada konteks tertentu. (Moleong, 2017). Pendekatan ini digunakan
untuk memahami implementasi administrasi perpajakan berbasis digital dalam pelaporan
SPT PPh Badan secara lebih mendalam.

Metode penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada

penggambaran kondisi nyata mengenai penerapan administrasi perpajakan digital,
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khususnya dalam penggunaan sistem Coretax pada proses pelaporan pajak. Metode
deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan yang terjadi secara

sistematis, faktual, dan akurat.(Sugiyono, 2019)

Observasi Langsung

Observasi langsung dilakukan dengan mengamati proses administrasi perpajakan
digital, khususnya penggunaan sistem Coretax dalam pelaporan SPT PPh Badan.
Pengamatan dilakukan terhadap tahapan penginputan data perpajakan, proses validasi

data, hingga mekanisme pelaporan pajak secara elektronik.

Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif dilaksanakan melalui keterlibatan secara langsung dalam berbagai
kegiatan yang dilakukan. administrasi perpajakan seperti input data perpajakan,
pengelolaan dokumen pajak, dan proses pelaporan SPT PPh Badan. Dengan keterlibatan
tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

mekanisme administrasi perpajakan berbasis digital.

Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung
seperti regulasi perpajakan, arsip pelaporan pajak, data administrasi perpajakan, serta

berbagai referensi yang mendukung pembahasan penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION
Result

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi administrasi perpajakan
berbasis digital dalam pelaporan SPT PPh Badan memberikan berbagai perubahan dalam
proses administrasi perpajakan. Perubahan tersebut mencakup penggunaan identitas
perpajakan, penerapan sistem digital berbasis Coretax, pengelolaan administrasi

perpajakan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Perubahan Penggunaan NPWP Menjadi NIK

Digitalisasi administrasi perpajakan membawa perubahan dalam penggunaan
identitas perpajakan dari NPWP menjadi NIK. Perubahan ini bertujuan untuk
menciptakan integrasi data antara administrasi perpajakan dan kependudukan sehingga

proses verifikasi identitas wajib pajak menjadi lebih efektif. Dalam implementasinya,
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perubahan ini memberikan dampak positif berupa penyederhanaan identitas perpajakan
karena masyarakat tidak lagi menggunakan banyak nomor identitas yang berbeda.
Penggunaan NIK juga membantu meningkatkan akurasi data perpajakan sehingga
mengurangi potensi data ganda atau ketidaksesuaian data wajib pajak. Namun demikian,
proses transisi dari NPWP ke NIK masih menghadapi sejumlah kendala. Banyak wajib
pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan validasi identitas akibat perbedaan
data administrasi kependudukan dengan data perpajakan yang telah terdaftar

sebelumnya. Selain itu, sebagian wajib pajak masih belum memahami mekanisme

perubahan tersebut sehingga memerlukan sosialisasi lebih lanjut.

CwRE

3. Coretax DJP

Lupa Kata Sandi? Wajib pajak dapat mengakses tab BACA SAYA
untuk informasi mengenal halaman login Coretax DJP:

= Lihat informasi penting di tab BACA SAYA
fznpguna Beru? Daftar di sini I

Aktivasi Akun Wajib Pajak

Gamber 1. Perubahan Penggunaan NPWP Mehj adi NIK

Dalam praktik administrasi perpajakan, penyesuaian identitas perpajakan
memerlukan koordinasi yang baik antara instansi terkait agar tidak menimbulkan kendala
teknis pada saat pelaporan SPT PPh Badan. Apabila data identitas tidak tervalidasi
dengan baik, maka proses pelaporan pajak dapat terhambat dan menyebabkan

keterlambatan pelaporan.

Implementasi Sistem Coretax

Penerapan sistem Coretax memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam
pengelolaan administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem tersebut mengintegrasikan
berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform sehingga berbagai proses
administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Melalui Coretax, wajib pajak

dapat memanfaatkan berbagai layanan perpajakan secara digital tanpa perlu datang
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secara langsung ke kantor pajak. Sistem ini mendukung pelaksanaan administrasi
perpajakan mulai dari proses registrasi, pelaporan pajak, pembayaran pajak, hingga
pemantauan kepatuhan perpajakan.

Implementasi Coretax juga memberikan kemudahan dalam pembagian tugas
berdasarkan jenis pajak seperti PPh Badan dan PPh lainnya. Sebelumnya, pembagian
tugas perpajakan belum dapat dilakukan secara spesifik sehingga pengelolaan pekerjaan
sering kali tidak terstruktur. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, setiap bagian
pekerjaan dapat dikelola sesuai bidang masing-masing sehingga meningkatkan
efektivitas administrasi. Selain itu, sistem digital ini membantu mengurangi penggunaan
dokumen fisik dalam administrasi perpajakan. Seluruh data dapat tersimpan secara
elektronik sehingga mempermudah pencarian dokumen, mengurangi risiko kehilangan
data, serta meningkatkan keamanan informasi perpajakan.

Dari sisi efisiensi waktu, penerapan sistem digital memungkinkan wajib pajak
melakukan pelaporan tanpa batasan tempat dan waktu. Proses pelaporan yang
sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama dapat dilakukan dengan lebih cepat
melalui sistem elektronik. Meskipun demikian, implementasi sistem Coretax masih
membutuhkan proses adaptasi baik bagi petugas pajak maupun wajib pajak. Tidak semua
pengguna memiliki kemampuan teknologi yang memadai sehingga diperlukan pelatihan

dan sosialisasi yang intensif agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal.

Gambar 2. Implementasi Sistem Coretax
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Pengelolaan Penyusutan Aset pada PPh Badan

Dalam pelaporan PPh Badan, pengelolaan aset perusahaan menjadi salah satu
aspek penting yang perlu diperhatikan. Penyusutan aset tetap memiliki pengaruh
terhadap penghitungan laba fiskal perusahaan yang pada akhirnya menentukan jumlah
pajak terutang. Perusahaan wajib melakukan pencatatan aset secara sistematis
berdasarkan jenis aset, umur manfaat, serta metode penyusutan yang digunakan.
Kesalahan dalam pencatatan penyusutan dapat menyebabkan perbedaan perhitungan
pajak sehingga berpotensi menimbulkan koreksi fiskal.

Digitalisasi administrasi perpajakan membantu perusahaan dalam melakukan
pengelolaan aset secara lebih terstruktur. Sistem digital memungkinkan penyimpanan
data aset secara elektronik sehingga proses pengawasan dan evaluasi menjadi lebih
mudah dilakukan. Namun demikian, pengelolaan penyusutan aset masih menghadapi
berbagai tantangan, terutama pada perusahaan yang memiliki jumlah aset cukup besar.
Kesalahan input data, keterlambatan pembaruan informasi aset, dan kurangnya
pemahaman mengenai ketentuan perpajakan menjadi faktor yang dapat memengaruhi
akurasi pelaporan PPh Badan.

Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa penghitungan penyusutan
dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan
ketidaksesuaian pada saat pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, ketelitian dalam
pengelolaan aset menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pelaporan

perpajakan.

11250000 3.750.000
A48 7H0.000 [4.250.000
AL} il AR N

AT |
2 17 F<] 50.000.000 |
2 Rty o 1 |

Rl TINMEAHEAN

Bl (/=51 ABEEN EARGD
s e :

Bl R AND Ak T R342 AF) i i 15
HEAE 1103 PRNG K eompok e 140.030.000
VLRINL I8 e E 1.1 u
MAFT TIRAIME THACT i T FEY
GAGE TOWING TRATT] Kook 2 437.500.000
L | LIIRILE U8 Kelompok I | e 1 /b 20
LASLE [re— L S0 00 1RSI

Gambar 3. Penyusutan Aset PPh Badan

7



Gabriel JIM: Volume 5 (No 01) 2026 Pp 01-13

Kendala dalam Digitalisasi Perpajakan

Meskipun digitalisasi perpajakan memberikan berbagai manfaat, implementasinya
masih mengalami beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang utama yaitu
kemampuan adaptasi terhadap sistem baru. Perubahan sistem administrasi perpajakan
membutuhkan waktu penyesuaian baik bagi petugas maupun wajib pajak. Kendala
lainnya adalah keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan wajib pajak. Tidak semua
wajib pajak memiliki kemampuan digital yang memadai sehingga sering kali mengalami
kesulitan dalam penggunaan sistem perpajakan berbasis elektronik. Permasalahan
jaringan internet juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas administrasi
perpajakan digital. Gangguan akses sistem dapat menghambat proses pelaporan pajak,
terutama pada periode pelaporan yang padat. Selain itu, keamanan data juga menjadi
perhatian penting dalam penerapan administrasi perpajakan digital. Pengelolaan data
wajib pajak secara elektronik memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk mencegah
kebocoran data dan penyalahgunaan informasi perpajakan.

Dari sisi organisasi, perubahan sistem juga menuntut adanya peningkatan
kompetensi sumber daya manusia. Pegawai yang terlibat dalam administrasi perpajakan
harus mampu memahami perkembangan teknologi serta mekanisme penggunaan sistem
digital agar dapat bekerja secara efektif. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut,
diperlukan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai penggunaan sistem
perpajakan digital. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sistem serta

memastikan stabilitas layanan digital agar pelaporan pajak dapat berjalan secara optimal.

Pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan administrasi perpajakan berbasis digital memberikan pengaruh terhadap
peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak badan dalam melaksanakan
kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sistem digital mampu memberikan kemudahan
dalam mengakses layanan perpajakan sehingga wajib pajak dapat melakukan proses
pelaporan secara mandiri dengan proses yang lebih sederhana dibandingkan sistem
manual. Dengan adanya sistem digital, wajib pajak dapat mengakses informasi
perpajakan secara lebih cepat, melakukan pembayaran pajak secara elektronik, serta
memperoleh bukti pelaporan secara langsung. Kondisi ini memberikan efisiensi waktu
dan biaya administrasi karena wajib pajak tidak lagi harus datang secara langsung ke
kantor pelayanan pajak. Selain meningkatkan efisiensi, administrasi perpajakan digital

juga mendorong peningkatan transparansi. Seluruh aktivitas perpajakan dapat tercatat
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secara sistematis sehingga meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun
manipulasi data. Transparansi tersebut menjadi faktor penting dalam membangun
kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan. Namun Dengan
demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak belum dapat tercapai secara optimal
apabila masih terdapat hambatan dalam pemahaman teknologi serta keterbatasan literasi
digital. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk edukasi
perpajakan digital agar wajib pajak mampu beradaptasi dengan sistem administrasi yang

baru.

Evaluasi Implementasi Administrasi Perpajakan Digital

Implementasi administrasi perpajakan berbasis digital melalui sistem Coretax
dapat dikatakan sebagai langkah strategis pemerintah dalam melakukan reformasi
perpajakan. Integrasi layanan perpajakan dalam satu sistem memberikan kemudahan
dalam pengawasan, pengumpulan data, dan evaluasi kepatuhan wajib pajak. Meskipun
demikian, penerapan sistem digital memerlukan evaluasi secara berkelanjutan. Sistem
yang terintegrasi memerlukan kestabilan jaringan, keamanan data, dan kesiapan sumber
daya manusia agar dapat berjalan secara optimal. Evaluasi juga diperlukan untuk
mengetahui kelemahan sistem sehingga dapat dilakukan pengembangan dan pembaruan
fitur sesuai kebutuhan pengguna.

Dalam praktiknya, beberapa kendala teknis seperti kesalahan validasi data, akses
sistem yang lambat, serta perubahan mekanisme pelaporan masih menjadi hambatan
yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, pengembangan sistem
perpajakan digital harus dilakukan secara berkesinambungan agar tujuan modernisasi

perpajakan dapat tercapai.

Upaya Optimalisasi Administrasi Perpajakan Digital

Optimalisasi administrasi perpajakan digital memerlukan kerja sama antara
pemerintah, petugas pajak, dan wajib pajak. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas
layanan digital melalui penyempurnaan sistem, peningkatan kapasitas server, dan
penguatan keamanan data perpajakan. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan
mengenai penggunaan sistem perpajakan digital perlu dilakukan secara lebih intensif.
Edukasi mengenai penggunaan Coretax, tata cara pelaporan SPT PPh Badan, serta
mekanisme validasi data perlu diberikan secara berkala agar wajib pajak tidak mengalami

kesulitan pada saat pelaporan.
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Peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi faktor yang berperan
penting dalam mendukung proses tersebut, keberhasilan administrasi perpajakan digital.
Pegawai yang terlibat dalam administrasi perpajakan harus memiliki kemampuan
teknologi informasi yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada
wajib pajak secara optimal. Optimalisasi yang tepat, administrasi perpajakan digital
diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, memperluas basis

pajak, serta mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
penerapan administrasi perpajakan digital melalui sistem Coretax memberikan pengaruh
positif terhadap proses pelaporan SPT PPh Badan di Indonesia. Sistem digital perpajakan
mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempermudah pembagian tugas
perpajakan, mempercepat proses pelaporan pajak, serta meningkatkan akurasi
pengelolaan data perpajakan. Digitalisasi administrasi perpajakan mempermudah wajib
pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cara yang lebih efektif
serta efisien. Proses pelaporan pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual saat ini
telah dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga mengurangi penggunaan dokumen
fisik, mempersingkat waktu pelaporan, dan mempermudah penyimpanan data
perpajakan. Perubahan penggunaan identitas perpajakan dari NPWP menjadi NIK juga
menjadi bagian penting dalam transformasi administrasi perpajakan. Integrasi data
kependudukan dengan perpajakan bertujuan meningkatkan validitas data wajib pajak
serta memperkuat pengawasan administrasi perpajakan. Namun demikian, proses transisi
tersebut masih membutuhkan penyesuaian dan pemahaman yang lebih baik dari
masyarakat.

Dalam pelaporan PPh Badan, pengelolaan penyusutan aset tetap menjadi salah satu
aspek penting yang memengaruhi akurasi pelaporan pajak. Kesalahan pencatatan aset
dapat memengaruhi besarnya pajak terutang sehingga diperlukan pengelolaan
administrasi yang lebih tertib dan terstruktur. Meskipun implementasi administrasi
perpajakan berbasis digital memberikan berbagai manfaat, masih terdapat sejumlah
kendala dalam penerapannya, seperti keterbatasan pemahaman teknologi, kendala
jaringan internet, proses adaptasi terhadap sistem baru, serta permasalahan teknis pada
saat penggunaan sistem digital perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan

sosialisasi, pelatihan, serta pengembangan sistem perpajakan digital secara berkelanjutan
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agar implementasi administrasi perpajakan berbasis digital dapat berjalan lebih optimal.
Dengan sistem perpajakan yang semakin modern, diharapkan peningkatan kepatuhan
wajib pajak dapat mendorong bertambahnya penerimaan negara yang berasal dari sektor

perpajakan secara berkelanjutan.
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